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WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2014  

   

TENTANG  

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH 
KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,
    

Menimbang : bahwa dalam rangka kepastian hukum dan 
penataan pengelola sumbangan pihak ketiga 
kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah 
Kota Sungai Penuh; 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di 
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH

dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:   

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA 
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.
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BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah WaliKota Sungai Penuh;  

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Sungai Penuh.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Sungai Penuh.

6. Badan adalah  suatu bentuk  badan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
atau Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, 
Kongsi Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, 
Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk 
Badan Usaha Lainnya.

7. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah  Kota Sungai 
Penuh yang selanjutnya  disebut sumbangan adalah 
pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota dalam 
bentuk uang maupun dalam bentuk barang  bergerak 
maupun barang tidak bergerak, yang pemberiannya 
dilakukan  secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat.

8. Pihak ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan 
hukum tanpa melihat domisili  serta kewarganegaraan.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Sungai Penuh.


